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PERATURAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR    5   TAHUN 2004

TENTANG

PEMELIHARAAN TERNAK DALAM WILAYAH KOTA BIMA

WALIKOTA BIMA,

  Menimbang : 
a.
bahwa pemeliharaan ternak dalam wilayah Kota Bima masih dilakukan secara tradisional yaitu dengan melepas ternaknya secara liar  pada tempat- tempat umum, yang berakibat terganggunya keamanan dan ketertiban serta terganggunya kelestarian   lingkungan;



b. 
bahwa pemeliharaan ternak secara intensif perlu dilakukan karena dapat menguntungkan pemilik ternak maupun masyarakat umum;

c. bahwa pemeliharaan ternak secara intensif dilakukan dengan mengkandangkan ternak atau dilepas  dilahan pengembalaan;

d. bahwa pengaturan pemeliharaan ternak dalam wilayah Kota Bima dipandang perlu  ditetapkan  dengan  Peraturan Daerah.

Mengingat 
:
1. 
Undang-undang Nomor 6  Tahun   1976    tentang Kehewanan;



2.
Undang-undang Nomor 8  Tahun 1981 tentang   Hukum Acara Pidana    ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );



3. Undang-undang Nomor  23 Tahun 1997 tentang Pokok –pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara  Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor  3699); 



4.
Undang-undang   Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Nomor 60  Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);


5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999  tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3948)

6. Undang–undang  Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari    Korupsi, Kolusi  dan    Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan     Retribusi    Daerah  ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 4118);

9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah   dan       Kewenangan    Propinsi Sebagai   Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang   Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

12.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik  Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

13.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2003);

14.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 6).

Dengan Persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 
PERATURAN DAERAH  TENTANG PEMELIHARAAN TERNAK DALAM WILAYAH KOTA BIMA

BAB  I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kota Bima.

b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta  perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

c. Kepala Daerah  adalah Walikota Bima.

d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Bima. 

e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima. 

f. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pertanian dan  Peternakan Kota Bima.

g. Tim Yustisi adalah Polisi Pamong Praja dan Linmas.

h. Pemilik ialah Orang atau Badan Hukum, memiliki atau menguasai ternak. 

i. Pengadas ialah Orang atau Badan Hukum yang memelihara ternak secara bagi hasil.

j. Ternak ialah, Sapi, Kerbau, Kambing, Kuda, Domba.

k. Kandang ialah tempat ternak berteduh / tinggal yang dipagar keliling baik beratap maupun tidak dengan pintu keluar masuk.

l. Tempat pengembalaan ialah lahan yang telah ditentukan untuk pelepasan ternak.
BAB II

TEMPAT PEMELIHARAAN DAN TEMPAT PELEPASAN

Pasal 2

(1) Pemilik dan atau pengadas diwajibkan memelihara ternak dengan cara dikandangkan. 

(2) Pemeliharaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan secara sendiri – sendiri atau bersama – sama .
Pasal 3

(1) Penentuan letak kandang dan lokasi  lahan pengembalaan serta tempat – tempat pelepasan ternak sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diatas, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah  setelah mendapat pertimbangan dari instansi yang bersangkutan.

(2) Pemerintah Daerah  dapat mengusahakan sendiri tempat pelepasan ternak untuk disewakan kepada pemilik ternak.

Pasal 4

Lahan / Tempat pelepasan ternak tersebut pada ayat (1) pasal 3, wajib dipagar dengan pohon – pohon dan rumput, baik sendiri – sendiri maupun     bersama – sama oleh pemilik atau pengadas.
BAB III

LARANGAN

Pasal 5

(1) Pemilik, pengadas dan atau pengembala ternak dilarang melepas ternaknya dengan tidak digembala diluar tempat pengembalaan / pelepasan yang ditentukan.

(2) Setiap tindakan yang merusak dengan cara antara lain menebang, membakar, membabat pohon – pohon dan rumput yang ada pada tempat pelepasan ternak tanpa ijin pejabat yang berwewenang.

BAB IV 

PENANGKAPAN DAN PENAHANAN

Bagian Pertama

Penangkapan

Pasal 6
(1) Untuk kepentingan keamanan dan ketertiban maka petugas dapat melakukan penangkapan terhadap ternak yang tidak dikandangkan atau tidak digembalakan pada tempat pengembalaan.

(2) Terhadap ternak yang ditangkap dibuatkan berita acara penangkapan .

(3) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan paling lama 1         ( satu ) hari.

Pasal 7

(1) Terhadap ternak yang ditangkap petugas dan atau penyidik diwajibkan untuk memberitahukan kepada  pemilik atau pengembala paling lama dalam waktu 1 ( satu ) hari setelah penangkapan.

(2) Apabila tidak diketahui siapa pemilik ternak yang ditangkap, petugas wajib mengumumkan ditempat – tempat umum tentang adanya penangkapan hewan tersebut, dengan menjelaskan ciri – ciri atau tanda – tanda hewan yang ditangkap.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 dilakukan paling lama dalam waktu 3 hari setelah penangkapan.

(4) Apabila dalam waktu 3 hari tidak terdapat orang yang mengakui yang hilang, maka pada hari keempat petugas dapat melakukan pelelangan terhadap seluruh hewan yang ditangkap.

Pasal 8

(1) Bagi pemilik atau pengembala yang ternaknya ditangkap dapat mengambil ternak dengan menunjukan bukti berupa kartu pendaftaran ternak atau kartu cacah jiwa hewan atau ciri / tanda pemilikan yang terdapat pada hewan.

(2) Apabila pemilik atau pengadas tidak mampu menunjukan bukti pemilikan ternaknya maka dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala Kelurahan.

(3) Apabila pemilik atau pengadas tidak mampu menunjukan bukti tersebut setelah jangka waktu 7 ( tujuh ) hari, Pemerintah Daerah  dapat melakukan pelelangan terhadap ternak yang ditangkap.

Pasal 9

(1) Disamping dapat dilakukan oleh petugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), penangkapan dapat juga dilakukan Petugas Linmas yang ditunjuk.

(2) Bagi Petugas Linmas  yang melakukan penangkapan tersebut wajib melaporkan kepada petugas berwenang paling lambat 1 x 24 jam.

(3) Kepada Petugas Linmas  yang berhasil menangkap ternak yang berkeliaran ditempat – tempat umum dan atau tidak pada tempat pengembalaan, diberikan insentif.

(4) Besar insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan sebagai berikut :

a. Ternak besar Rp. 50.000,-( lima puluh ribu rupiah ) perekor.   

b. Ternak kecil sebesar Rp. 25.000 ( dua puluh lima ribu rupiah ) perekor.

(5) Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diberikan setelah hewan yang di tangkap diserahkan kepada petugas yang berwenang dan dibuatkan  berita acara serah terima.

Pasal 10

(1) Untuk kepentingan penyidikan oleh penyidik dan atau penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang melakukan penahanan terhadap hewan yang ditangkap.

(2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan berita acara penahanan.

(3) Penahanan hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu 3 ( tiga ) hari.

(4) Tempat penahanan dilakukan dikandang yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.
Pasal 11

(1) Apabila dalam waktu 3 ( tiga ) hari tidak terdapat pemilik yang melapor tentang ternak yang ditahan, maka petugas dapat memperpanjang waktu penahanan untuk jangka waktu 3 hari lagi.

(2) Apabila dalam waktu 6 ( enam ) hari tidak terdapat memilik yang mengklaim maka petugas dapat melakukan pelelangan.

(3) Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dapat dilakukan secara terbuka.

(4) Hasil pelelangan seluruhnya disetor ke  kas Daerahpaling lama 1 x 24 Jam.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Bagian Pertama

P E N G A W A S A N

Pasal 12
Pengawasan atas  ketentuan  dalam Peraturan Daerah  selain dilakukan oleh petugas  yang ditentukan oleh undang - undang yang berlaku, ditugaskan pula kepada Kepala Dinas Pertanian dan   Peternakan Kota Bima ,Camat, Polisi Pamong Praja, dan Kepala Kelurahan atau petugas lain yang ditunjuk oleh Walikota.

Bagian Kedua

P E N Y I D I K A N

Pasal 13

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah  diberi  wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana Pelaranggan Peraturan Daerah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.

b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.

c. Menangkap, menahan ternak yang ditemukan berkeliaran ditempat umum atau yang tidak digembalakan pada tempat pengembalaan.

d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan.

e. Mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.

f. Meneliti,mencari dan mengumpukan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.

g. Meminta keterangan dan menyita barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.

h. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

j. Menghentikan penyidikan.

k. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 14

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.  

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

(1)
Pemilik, pengadas dan atau pengembala ternak yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama – lamanya 3 ( tiga ) tiga bulan atau denda sebesar  50 % dari harga ternak yang ditangkap.

(2) Tindak pidana dalam ayat ( 1 ) adalah pelanggaran.
BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 16

Ketentuan – ketentuan Hukum Adat tentang tuntutan ganti rugi atas kerusakan tanaman akibat ternak dan kenal-mengenal ternak tetap berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN  PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah. 

Ditetapkan di Raba 

Pada tanggal   7 Juli    2004

WALIKOTA 

                                 ttd

        M. NUR  A. LATIF

Diundangkan di Raba 

Pada tanggal   7 Juli  2004

  SEKRETARIS DAERAH,

           H. USMAN AK.

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA         TAHUN  2004

NOMOR                     SERI 
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